1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Indonesa terdiri atas 17.508 Pulau tetapi baru sekitar 6.000 Pulau yang telah mempunyai nama, sedangkan yang berpenghuni sekitar 1.000 Pulau. Jumlah panjang garis pantainya sekitar 81.000 km yang merupakan garis pantai yang amat panjang yang dimiliki oleh suatu negara di dunia ini, dari seluruh luas daratan Indonesia, diperkirakan sekitar 97 % terdiri dari 13 pulau – pulau besar (Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, Jawa, Madura, Halmahera, Seram, Sumbawa, Timor, Flores, Bali, dan Lombok). Daratan lainnya sekitar 13.000 pulau mempunyai luas hanya sekitar 54.000 km2  atau rata – rata 4 km2 tiap pulau (Nontji 2007).
Berdasarkan hasil pengkajian Badan Riset Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), potensi sumberdaya ikan laut Indonesia tersebut diperkirakan sebesar 6,410 juta ton per tahun, yang terdiri dari perairan wilayah laut teritorial sekitar 4,625 juta ton per tahun dan perairan ZEEI sekitar 1,785 juta ton per tahun. Berkaitan dengan itu, prospek pengelolaan pemanfaatan sumberdaya perikanan Indonesia menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang strategis dinilai sangat cerah terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan, penyediaan lapangan kerja, Penerimaan devisa melalui ekspor dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (Hutabarat, 2010 dalam Yahya, 2013).
Pelabuhan Perikanan memiliki peranan strategis dalam pengembangan perikanan dan kelautan, yaitu sebagai pusat atau sentral kegiatan perikanan laut. Pelabuhan Perikanan selain merupakan penghubung antara nelayan dengan pengguna-pengguna hasil tangkapan, baik pengguna langsung maupun tak langsung seperti: pedagang, pabrik pengolah, restoran dan lain-lain, juga merupakan tempat berinteraksinya berbagai kepentingan masyarakat pantai yang bertempat di sekitar Pelabuhan Perikanan  (Kusyanto. 2006 dalam Yahya, 2013).
Pelabuhan perikanan diperlukan dalam rangka menunjang usaha motorisasi serta pengembangan ekonomi perikanan secara menyeluruh terutama menunjang perkembangan industri perikanan baik hulu maupun hilir, sehingga diharapkan tercapai pemanfaatan sumber daya perikanan yang seimbang, merata dan proposional (Maaroef, 2001 dalam Yuspardianto 2006).
Keberhasilan dalam pengembangan, pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan ikan serta optimalisasi dalam operasionalnya merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dari pembangunan perikanan tangkap. Hal ini dapat dilihat secara nyata bahwa pembangunan pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan ikan telah dapat menimbulkan dampak pengganda bagi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan/pangkalan pendaratan ikan dapat memajukan ekonomi di suatu wilayah dan sekaligus dapat meningkatkan penerimaan negara dan Pendapatan Asli Daerah (Direktorat Prasarana Perikanan Tangkap, 2004 dalam Suherman 2009).

Pangkalan Pendaratan Ikan sebagai pusat pengembangan ekonomi perikanan memiliki peranan yang sangat penting dalam memanfaatkan sumber daya perikanan. Peranan penting pangkalan pendaratan ikan adalah menampung dan memasarkan hasil tangkapan dari kapal-kapal penangkapnya yang umum yang berukuran 5-10 GT. Fasilitas sangat berperan dalam menunjang aktivitas di pelabuhan perikanan. Ketidakcukupan kapasitasnya, ketidaktersediaan salah satu fasilitas yang diperlukan dan tata letaknya yang tidak mendukung akan dapat menghambat kelancaran berbagai aktivitas di pelabuhan. Fasilitas diperlukan mulai saat persiapan kegiatan operasi penangkapan ikan sampai saat hasil tangkapan didaratkan dan dipasarkan. Belum lengkapnya fasilitas yang memadai akan mempengaruhi pelaksanaan fungsi-fungsi pelabuhan perikanan, Lubis (2006). 

Lubis (2011) mengemukakan bahwa terlaksana atau tidaknya fungsi-fungsi ke pelabuhanan perikanan secara optimal adalah merupakan indikasi keberhasilan atau tidaknya pengelolaan suatu pelabuhan perikanan. Selanjutnya dikatakan bahwa jenis dan kapasitas fasilitas akan berkembang sesuai dengan kebutuhan operasional pelabuhan atau dengan kata lain bahwa berkembangnya produksi hasil tangkapan yang didaratkan hendaknya dapat diimbangi dengan pengembangan jenis dan kapasitas fasilitasnya.
Seiring dengan pembangunan sub sektor perikanan tangkap, pembangunan pelabuhan perikanan juga terus dilakukan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ismail (2006) dalam Primsa (2013) bahwa sejumlah pelabuhan perikanan yang ada memang belum memadai. Padahal menurut Pasaribu (2006) dalam Primsa (2013), urgensi pembangunan pelabuhan perikanan adalah perlu perbaikan dan optimasi mengingat Indonesia yang dianugerahi fishingground yang kaya, belum dilengkapi dengan fasilitas pelabuhan yang memadai. Peningkatan pemanfaatan pelabuhan perikanan sangat terkait dengan keberadaan fasilitas.
Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu daerah di Propinsi Sumatera Barat yang dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Pasaman, berdasarkan UU No. 38 Tahun 2003 dengan luas wilayah sekitar 3.887,77 km2 atau 9,19 persen dari luas keseluruhan wilayah Propinsi Sumatera Barat. Luas ini merupakan peringkat ke-4 terluas setelah Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Pasaman. Kabupaten Pasaman Barat dengan ibu kota Simpang Empat merupakan daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa, secara geografis terletak antara 0003’ LU – 00 1’ LS dan antara 990 10’– 1000 04’ BT. Ketinggian daerah bervariasi dari o – 2.913 meter di atas permukaan laut. Secara administrative Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari 11 kecamatan, 19 nagari dan 206 jorong, dengan batas wilayah administratif di bagian Utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, bagian Selatan dengan Kabupaten Agam, bagian Barat berbatasn dengan Samudera Indonesia dan bagian Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Pasaman.Secara administrative Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan UU No. 38 Tahun 2003 terdiri dari 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Beremas, Ranah Batahan, Lembah Melintang, Gunung Tuleh, Pasaman, Kinali dan Talamau. Tapi pada perda No. 4 Tahun 2003 dan perda No. 17, 18 dan 20 tahun 2003 terjadi penambahan 4 kecamatan baru, yaitu Kecamatan Koto Balingka, Sunggai Aur, Sasak Ranah Pasisie dan Luhak Nan Duo, sehingga jumlah kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat menjadi 11 kecamatan, 19 nagari dan 206 jorong (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat, 2013). 

Pelabuhan perikanan memiliki peran strategis dalam pengembangan perikanan dan kelautan, yaitu sebagai pusat atau sentral kegiatan perikanan laut. Pelabuhan Perikanan selain merupakan penghubung antara nelayan dengan pengguna-pengguna hasil tangkapan, baik pengguna langsung maupun tak langsung seperti : pedagang, pabrik pengolah, restoran dan lain-lain, juga merupakan tempat berintekrasinya sebagai kepentingan masyarakat pantai yang bertempat di sekitar Pelabuhan Perikanan (Kusyanto, 2006. dalam Yahya 2013). 
Keberhasilan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan serta optimalisasi dalam operasionalnya merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dari pembangunan perikanan tangkap. Hal ini dapat dilihat secara nyata bahwa pembangunan pelabuhan perikanan dapat menimbulkan dampak pengganda (multiplier effect) bagi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya; yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain pembangunan pelabuhan perikanan dapat memajukan ekonomi di suatu wilayah dan sekaligus dapat meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan asli daerah. Sedangkan prioritas pembangunan di lingkar luar dan wilayah perbatasan akan berperan sebagai pusat pertumbuhan (Growth center) (Yuspardianto, 2006). 
Perlu dipertimbangkan pula bahwa keberhasilan pembangunan perikanan dan kelautan akan sangat dipengaruhi oleh adanya kebijakan yang ditetapkan oleh instansi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sinergi dan dukungan antara sektoral yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan diharapkan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perlu membangun ”corporate culture” dan termasuk kemitraan Pusat dengan Daerah maupun Instansi Terkait lainnya dalam lingkup sektor kelautan dan perikanan (Dahuri, 2002).
Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang analisis tingkat pemanfaatan fasilitas dan permasalahannya di Pangkalan Pendataran Ikan Sasak, agar dalam pengembangan masterplan termasuk penata ruangan dan implementasi pembangunan segenap fasilitas di Pangkalan Pendaratan Ikan  di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat akan lebih menjamin pelaksanaan kegiatan di Pelabuhan Perikanan. Kondisi ini diharapkan mendorong pihak swasta mencanangkan investasi, disamping itu secara hukum akan merasa terjamin keamanan berinvestasi dikawasan Pangkalan Pendaratan Ikan di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat.
1.2 Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Menganalisis tingkat pemanfaatan fasilitas di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat
2. Menganalisis pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat
1.3 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai informasi bagi instansi – instansi terkait dan stockeholder lainnya untuk rencana pengembangan pelabuhan perikanan di masa yang akan datang.
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